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Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
yang telah memberikan segala rahmat dan karunia-Nya pada para 
peneliti di Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal DPR RI, sehingga 
tim yang terdiri dari peneliti bidang Kesejahteraan Sosial dan bidang 
Hukum dapat berkolaborasi dan menyelesaikan penulisan buku yang 
berjudul “Sekolah Menengah Kejuruan dan Tantangan Revitalisasi”. 

Buku ini terbit sebagai hasil dari kajian yang awalnya merupakan 
penugasan dari Komisi X DPR RI. Secara umum, Komisi X ingin 
mendapatkan masukan mengenai sistem pendidikan nasional yang 
saat ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mengingat secara paralel Pusat 
Perancangan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI juga 
sedang menyusun rancangan undang-undang tersebut, maka Tim 
Peneliti memfokuskan kajian pada pengelolaan pendidikan kejuruan. 
Komisi X pada saat bersamaan juga membentuk Panitia Kerja 
Pendidikan Vokasi (Panja Vokasi) yang merupakan panja pengawasan.

Penelitian yang dilakukan Tim Peneliti sebagai jawaban atas 
penugasan Komisi X berjudul “Evaluasi Strategi Revitalisasi Sekolah 
Menengah Kejuruan”. Satu bagian dari buku ini, tepatnya Bab V, 
berisikan temuan kajian revitalisasi SMK secara umum dan temuan 
penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Sultra). Penelitian dilakukan oleh lima orang 
peneliti yaitu Yulia Indahri, S.Pd., M.A., Dr. Achmad Muhaddam F., 
S.Ag., M.A., Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi., Shanti Dwi Kartika, S.H., 
M.Kn., Elga Andina, S.Psi., M. Psi., dan Fieka Nurul Arifa, M.Pd., 
dengan bidang kepakaran yang berbeda-beda. 

Buku ini mengulas berbagai hal mengenai SMK sebagai 
salah satu pendidikan kejuruan di jenjang pendidikan menengah 
yang berupaya mengembangkan diri agar mampu mempersiapkan 
lulusannya untuk bersaing. Persaingan tidak hanya dengan sesama 
lulusan pendidikan vokasi, tetapi juga dengan lulusan kejuruan tingkat 
regional dengan semakin terbukanya batas negara. Apa yang menjadi 
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dasar pelaksanaan pendidikan secara umum, bagaimana dengan 
pendidikan kejuruan, apa yang dimaksud dengan revitalisasi SMK, 
dan juga yang tidak bisa dihindari adalah bagaimana SMK mengubah 
model belajar dan pembelajaran dalam menghadapi pandemi 
COVID-19, merupakan satu bagian yang dapat ditemui dalam buku 
ini.

Saya berharap hasil penelitian dan kajian literatur yang telah 
disusun di buku ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam 
perumusan kebijakan pendidikan kejuruan, pendidikan vokasi, dan 
pendidikan pada umumnya. Apalagi saat ini sudah ada kesamaan 
pemahaman dari Pemerintah dan juga DPR RI bahwa sistem 
pendidikan nasional perlu diubah untuk menyesuaikan dengan 
tuntutan perubahan yang merupakan keniscayaan.

Pada kesempatan yang baik ini, saya sampaikan apresiasi yang 
mendalam untuk para penulis yang secara inovatif dan konstruktif 
telah berusaha menuangkan hasil pemikiran mereka yang terbaik bagi 
pembangunan masyarakat dan bangsanya. Buku ini sangat layak dibaca 
para pengambil kebijakan pendidikan dan para pemerhati pendidikan 
untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Selamat membaca. 

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Oktober 2020
Kepala Pusat Penelitian

Sekretariat Jenderal DPR RI

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si.
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Prolog

Banyak perubahan dalam berbagai hal yang terjadi seiring 
berjalannya waktu. Perubahan-perubahan tersebut pada akhirnya 
mendorong dunia untuk dapat beradaptasi secara cepat. Perubahan 
yang cukup drastis dan sporadis akan memberikan tantangan bagi 
semua pihak, baik individu maupun kelompok untuk menunjukkan 
eksistensi mereka. Salah satu aspek yang mengalami perubahan 
secara drastis yaitu pendidikan yang berperan sangat penting dalam 
memberi arah kemajuan bagi kehidupan manusia. Perubahan selalu 
menjadi salah satu alasan terjadinya perbaikan. 

Pemerintah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan peme-
rintahan, mempunyai kewajiban melakukan perbaikan-perbaikan 
yang dimaksud demi memperbaiki kehidupan rakyat.

Salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam satu 
dekade mendatang yang perlu mendapat perhatian khusus dari 
pemerintah untuk diperbaiki adalah bonus demografi. Puncak bonus 
demografi Indonesia akan terjadi pada 2030–2040, di mana pada 
periode tersebut, penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64% 
dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta 
jiwa. Bonus demografi juga berpotensi menjadi masalah sosial jika 
tidak dipersiapkan dengan matang.

Pemerintah juga sedang mengupayakan peningkatan iklim 
bisnis dan industri melalui paket deregulasi, dan pada saat yang 
sama sementara berupaya beradaptasi dengan perubahan melalui 
inisiatif meningkatkan kemampuan dan keahlian tenaga kerja sejak 
masa pendidikan, dimulai dari jenjang pendidikan menengah. Ins-
truksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) Dalam Rangka Peningkatan Kualitas 
dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia (Inpres 
9/2016) menjadi salah satu jawaban pemerintah dalam upaya 
peningkatan kualitas pendidikan secara masif dan substansial melalui 
reformasi pendidikan di jenjang pendidikan menengah.

Reformasi pendidikan diperlukan untuk mewujudkan visi 
Indonesia pada tahun 2025 yang diproyeksikan menjadi salah satu 
negara kejuruan (vokasi), dengan rasio jumlah siswa umum (SMA) 
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dan SMK berkisar 30:70. Adapun hasil yang diharapkan adalah 
mulai dari kabupaten/kota sampai dengan nasional akan dikuasai 
oleh sekolah kejuruan melalui pendekatan kreativitas yang ada di 
wilayah, pendekatan kapabilitas dengan re-thinking skills, pendekatan 
formasi kerja, dan pendekatan dunia usaha dan/atau dunia industri 
(DUDI). 

Revitalisasi ini diperlukan mengingat beragamnya tantangan 
yang dihadapi SMK dalam menjawab tuntutan pemenuhan tenaga 
kerja Indonesia. Tantangan tersebut tidak hanya menyangkut 
berbagai hal yang terkait langsung dengan SMK atau bersifat 
internal, seperti sarana dan prasarana (sarpras), pendidik dan tenaga 
kependidikan, serta kurikulum, tetapi juga berasal dari luar atau 
faktor lingkungan eksternal, terutama kebijakan pemerintah dan 
lingkungan DUDI yang menjadi variabel penting dalam upaya 
pengelolaan SMK. Hal yang patut disayangkan yaitu peningkatan 
kuantitas SMK tidak diiringi dengan peningkatan kualitasnya. 
Setelah empat tahun program revitalisasi diluncurkan, peta jalan 
pendidikan vokasi belum dapat disusun di semua provinsi. 

Beberapa kajian yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas 
SMK sudah pernah dilakukan, salah satunya oleh Pusat Kajian Ang- 
garan Badan Keahlian DPR RI (2019) melalui laporan kajian Potret 
Pendidikan Vokasi Indonesia yang mengevaluasi peluang pendidikan 
vokasi untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja industri 4.0. Dalam 
laporannya, Pusat Kajian Anggaran menyarankan beberapa langkah 
kebijakan, yaitu: (1) Mengembangkan seluruh SDM yang terlibat 
pada suatu organisasi pendidikan untuk menjadi lebih responsif dan 
inovatif; (2) Meningkatkan kerja sama pendidikan vokasi dengan 
DUDI; (3) Membangun pusat-pusat inovasi; serta (4) Membentuk 
sinergitas antar kementerian/lembaga terkait.

Kajian Malik, Jasmina, dan Ahmad (2019) dalam Laporan 
Akhir Chapeau Paper Indonesia Technical and Vocational Education 
and Training memberi sembilan saran praktis yang perlu 
diperhatikan setelah tim melakukan kajian terhadap berbagai 
kebijakan mengenai pendidikan vokasi secara umum (bukan hanya 
SMK). Saran terpenting yang disampaikan adalah mengembangkan 
sistem dan melembagakan reformasi pendidikan vokasi secara 
nasional. Kajian nasional ini dilakukan oleh Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) 
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dalam upaya memetakan beragam program kebijakan serta roadmap 
yang disiapkan masing-masing stakeholders. Tujuannya adalah untuk 
mengidentifikasi inkonsistensi kebijakan yang sudah ada untuk 
kemudian dapat dilakukan konsolidasi.

Kemendikbud juga sudah beberapa kali melakukan evaluasi 
dan kemudian membentuk direktorat jenderal baru, yaitu Direktorat 
Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Diksi) di tahun 2020. Tugas dari 
Ditjen Diksi adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan di bidang pendidikan vokasi. Berdasarkan Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nomor 9 
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Mendikbud Nomor 
45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementeian 
Pendidikan dan Kebudayaan, diatur bahwa Ditjen Diksi terdiri dari 
lima unit, yang salah satunya adalah Direktorat SMK (Dit. SMK).

Adapun pelaksanaan tugas Dit. SMK dilakukan melalui:
1) Perumusan kebijakan di bidang peserta didik, sarpras, tata kelola, 

dan penilaian pada SMK dan pendidikan layanan khusus pada 
SMK;

2) Perumusan standar di bidang peserta didik, sarpras, tata kelola, 
dan penilaian pada SMK dan pendidikan layanan khusus pada 
SMK;

3) Pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di bidang peserta didik, 
sarpras, tata kelola, dan penilaian pada SMK dan pendidikan 
layanan khusus pada SMK;

4) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 
peserta didik, sarpras, tata kelola, dan penilaian pada SMK dan 
pendidikan layanan khusus pada SMK;

5) Fasilitasi penyelenggaraan di bidang peserta didik, sarpras, tata 
kelola, dan penilaian pada SMK dan pendidikan layanan khusus 
pada SMK;

6) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta 
didik, sarpras, tata kelola, dan penilaian pada SMK dan 
pendidikan layanan khusus pada SMK;

7) Penyiapan pemberian izin penyelenggaraan SMK yang 
diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing; dan

8) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peserta didik, 
sarpras, tata kelola, dan penilaian pada SMK dan pendidikan 
layanan khusus pada SMK.
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Delapan fungsi tersebut sudah dilaksanakan sejak Inpres 
9/2016 ditetapkan dan juga tertuang dalam standar nasional 
pendidikan yang menjadi pedoman peningkatan mutu pendidikan. 
Fungsi-fungsi tersebut diharapkan dapat mendorong Dit. SMK 
untuk lebih fokus bekerja dalam mencapai target yang ditetapkan 
pemerintah.

Buku yang berisi delapan bab ini diharapkan dapat 
memberikan sedikit pemahaman mengenai SMK -sebagai salah 
satu pendidikan kejuruan di jenjang pendidikan menengah- 
dalam upayanya untuk mengembangkan diri sehingga mampu 
mempersiapkan lulusannya untuk dapat bersaing. Persaingan tidak 
hanya terjadi di antara sesama lulusan pendidikan vokasi, tetapi juga 
dengan lulusan kejuruan tingkat regional dengan semakin terbukanya 
batas negara. Apa yang menjadi dasar pelaksanaan pendidikan secara 
umum, bagaimana dengan pendidikan kejuruan, apa yang dimaksud 
dengan revitalisasi SMK, dan juga yang tidak bisa dihindari adalah 
bagaimana SMK mengubah model belajar dan pembelajaran dalam 
menghadapi pandemi COVID-19.

Melalui prolog ini dapat disampaikan juga bahwa salah 
satu bab di dari buku ini merupakan sari dari hasil penelitian yang 
dilakukan oleh para peneliti di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR 
RI. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Yulia Indahri, S.Pd., 
M.A., Dr. Achmad Muhaddam F., S.Ag., M.A., Sulis Winurini, 
S.Psi., M.Psi., Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn., Elga Andina, 
S.Psi., M. Psi., dan Fieka Nurul Arifa, M.Pd. ini adalah untuk 
mendapatkan gambaran umum mengenai kebijakan pengembangan 
SMK, khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan 
Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu, tim peneliti ini juga ingin 
mengetahui kebijakan seperti apa yang telah diimplementasikan di 
masing-masing provinsi untuk merevitalisasi SMK dan implikasi 
yang muncul ketika revitalisasi SMK mengharuskan sinergi dari awal 
hingga akhir dengan berbagai stakeholders.

Tujuan khusus dari penulisan buku ini adalah sebagai bahan 
pertimbangan dan masukan bagi Anggota DPR RI yang menangani 
masalah pendidikan, terutama pendidikan kejuruan, dalam melak-
sanakan fungsinya di bidang pengawasan, anggaran, ataupun 
legislasi. Selain itu, hasil penelitian yang ada juga diharapkan 
dapat menjadi masukan bagi Komisi X DPR RI dalam membahas 
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rancangan undang-undang mengenai sistem pendidikan nasional 
yang sedang disusun oleh DPR RI. Besar harapan kami sebagai 
penyunting kiranya buku ini dapat menjangkau dan bermanfaat bagi 
banyak pihak.

Jakarta, Oktober 2020
Penyunting

Santri E. P. Djahimo, Ph.D.
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Bab VIII
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VIII.1. Simpulan
 
Perubahan teknologi telah mendorong dunia untuk beradaptasi 

dengan segala otomatisasi, sistem kapitalisme baru, dan perubahan 
kebutuhan keterampilan. Tantangan ini perlu dihadapi dengan 
persiapan dari segala sektor. Pemerintah menyadari potensi berbahaya 
dari kondisi berkompetisi tanpa dukungan SDM yang mumpuni. 
Ada kekhawatiran akan banyaknya penganggur berusia muda yang 
dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial. Keberadaan SMK menjadi 
pusat perhatian karena lulusan SMK merupakan penyumbang terbesar 
pengangguran di Indonesia.

Sejarah dan kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari 
perkembangan pendidikan dan maju atau tidaknya pendidikan 
yang berkembang di bangsa itu. Jika dirunut sejarahnya, pendidikan 
Indonesia dimulai dari zaman prasejarah dan berlanjut hingga saat 
ini dengan berbagai dinamikanya. Sistem pendidikan mengalami 
perubahan seiring dengan perubahan dalam sistem sosial, ekonomi, 
dan politik kemasyarakatan yang memengaruhi baik langsung 
maupun tidak langsung. Pendidikan di Indonesia sejak kemerdekaan 
terus berupaya menyesuaikan dengan kondisi internal yang mencoba 
menanamkan jati diri sebagai bangsa dan menjaga semangat bahwa 
negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan.

Nomenklatur pendidikan kejuruan juga sering berubah 
menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Terakhir, 
pemerintah berupaya mendorong kualitas lulusan pendidikan 
menengah kejuruan yang link and match dengan kebutuhan DUDI. 
Kebijakan dalam bentuk regulasi disusun dalam kerangka menyusun 
fondasi kesiapan bersaing secara berkualitas dalam lingkup global.

Inpres 9/2016 memberikan arahan kepada seluruh stakeholders 
untuk menghasilkan lulusan SMK yang mumpuni. Reformasi 
pendidikan diperlukan untuk mewujudkan visi Indonesia pada tahun 
2025 yang diproyeksikan menjadi salah satu negara kejuruan (vokasi), 
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dengan rasio jumlah siswa SMA dan SMK berkisar 30:70. Revitalisasi 
SMK merupakan upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan 
SDM. Revitalisasi diperlukan mengingat beragamnya tuntutan 
yang dihadapi SMK dalam menjawab tantangan pemenuhan tenaga 
kerja Indonesia. Paling tidak sebelas stakeholders urun kerja untuk 
merevitalisasi SMK.

Sistem yang diadopsi pemerintah untuk pendidikan vokasi 
adalah pendidikan menengah vokasi (vocational and technical secondary 
school) yang dituangkan dalam tiga program pendidikan lanjutan, yaitu 
SMK/MAK, BLK, dan politeknik. Ketiga opsi itu dikenal dengan 
prinsip BMW, yaitu bekerja, melanjutkan, dan wirausaha (work, 
continue to higher education, and entrepreneurship).

Setelah dua tahun program revitalisasi diluncurkan, peta jalan 
pendidikan vokasi belum dapat disusun di semua provinsi. Masih 
rendahnya kualitas pendidikan di SMK merupakan komplikasi dari 
permasalahan kurikulum yang kurang fleksibel dengan perkembangan 
zaman; SDM guru produktif lebih sedikit dibandingkan guru 
normatif; masih tingginya kesenjangan kompetensi lulusan SMK yang 
dapat diserap dunia kerja, serta masih minimnya pelatihan vokasional.

Diskusi pada bab khusus mengenai Revitalisasi SMK yang 
juga merupakan hasil kajian para peneliti Pusat Penelitian Sekretariat 
Jenderal DPR RI menyimpulkan bahwa jika ada aturan khusus 
mengenai SMK, lima area revitalisasi SMK dapat menjadi awal dalam 
mempertimbangkan pengaturan SMK yang lebih komprehensif. Bisa 
jadi pengaturan tersebut tidak dalam bentuk undang-undang, tetapi 
dalam bentuk peraturan di bawahnya atau bahkan memperkuat Inpres 
yang telah ada.

Kajian bab selanjutnya mengenai pandemi COVID-19 yang 
juga didasarkan pada diskusi mengenai kesiapan pendidikan kejuruan 
dalam menghadapi pandemi di negara lain menyadarkan kita bahwa 
rencana pengembangan pendidikan kejuruan tidak berhenti pada 
jangka pendek, menengah, dan panjang yang dapat diprediksi saja. 
Ketika ada situasi darurat, pendidikan secara umum dan pendidikan 
kejuruan dengan kekhususannya, harus mampu beradaptasi dengan 
cepat dan mencari jalan keluar terbaik untuk semua pihak.

Guna mendukung kinerja DPR RI dalam melaksanakan fungsi 
pengawasan yang akan berimbas pada pelaksanaan fungsi legislasi dan 
anggaran, Komisi X DPR RI yang bermitra dengan Kemendikbud 
membentuk Panja khusus mengenai pendidikan vokasi yang salah 
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satunya mengawasi pelaksanaan kebijakan di SMK. Terbatasnya 
anggaran, jumlah institusi pendidikan kejuruan yang masih rendah, 
hingga stigma masyarakat yang memandang rendah lulusan kejuruan 
mendorong Komisi X untuk melakukan pengawasan terhadap 
pengembangan dan revitalisasi SMK.

Kesimpulan utama dari kajian dalam buku ini adalah revitalisasi 
SMK merupakan langkah lanjutan untuk menyelesaikan permasalahan 
kualitas lulusan SMK yang diberi label kurang mampu bersaing 
dengan lulusan pendidikan vokasi lainnya. Walaupun sebenarnya SMK 
dibentuk dengan harapan lulusan SMK lebih unggul dibandingkan 
lulusan jenjang pendidikan menengah lainnya. Tiga kebijakan 
reformasi yang menjadi perhatian DPR RI adalah agar kebijakan 
revitalisasi SMK dapat menjembatani SMK untuk dapat memiliki 
mitra DUDI yang sesuai serta adanya jalan bagi SMK untuk menjadi 
BLUD. Kedua upaya khusus untuk SMK tersebut perlu didukung 
dengan anggaran yang memadai.

VIII.2. Saran

Sudah ada beberapa kajian yang dilakukan untuk mengevaluasi 
kualitas SMK atau melihat peran SMK dalam pembangunan. Bahkan 
Kemendikbud sebagai leading sector revitalisasi SMK berdasarkan 
Inpres 9/2016 juga menyimpulkan ada kesulitan dalam meningkatkan 
kualitas lulusan SMK sehingga mendukung sepenuhnya revitalisasi 
SMK dan membuka diri untuk berkoordinasi dengan berbagai 
stakeholders.

Buku ini tidak bermaksud memberikan saran praktis untuk 
menyelesaikan masalah pendidikan kejuruan di SMK karena 
berdasarkan sejarahnya, perbaikan sistem pendidikan sudah melalui 
dan akan selalu melalui perjalanan panjang. Tetapi persyaratan 
utama yang dapat dijadikan saran adalah terus mengingat bahwa 
negara mempunyai fungsi pendidikan (educational function) yang 
diturunkan dari tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 
Berdasarkan fungsi pendidikan tersebut, negara mempunyai tanggung 
jawab dan kewajiban atas pendidikan, terpenuhinya hak asasi bidang 
pendidikan, dan hak konstitusional atas pendidikan bagi setiap orang 
di Indonesia dan setiap warga negara Indonesia.
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Berdasarkan prinsip tersebut, maka paradigma universal yang 
perlu diperhatikan dalam merevitalisasi pendidikan kejuruan adalah:
1) Pemberdayaan manusia seutuhnya.
2) Pembelajaran sepanjang hayat berpusat pada siswa. 
3) Pendidikan adalah untuk semua. 
4) Pendidikan adalah untuk perkembangan.

Selain itu, model pendidikan kejuruan yang dapat dijadikan 
benchmark adalah:
1) Model sekolah.
2) Model magang.
3) Model sistem ganda.
4) Model school-based enterprise.

 

Pengalaman baru dunia pendidikan dalam menghadapi masa 
darurat seperti pandemi COVID-19 mendorong seluruh stakeholders 
untuk mengakui bahwa pengelolaan SMK perlu beradaptasi cepat 
dengan perubahan. Untuk jangka pendek, harus ada jaminan siswa 
tetap memiliki akses untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dan 
mengasah keterampilan yang diperlukan agar siap dipraktikkan begitu 
siswa lulus. SMK harus dapat menyediakan PJJ atau pembelajaran 
model lain yang lebih fleksibel. Untuk jangka menengah kurikulum 
perlu disusun dengan sistem fleksibel atau pilihan alternatif yang tidak 
mengabaikan kekhususan SMK. Sedangkan untuk jangka panjang, 
sesuai dengan cita-cita bersama, maka inovasi penyelenggaraan 
pendidikan dikoordinasikan oleh Kemendikbud agar memberi 
jaminan kesinambungan pendidikan, serta terus menjalin kerja sama 
dengan seluruh stakeholders.

Terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI, 
maka pelaksanaan satu fungsi akan memengaruhi pelaksanaan fungsi 
yang lain. Di bidang legislasi, untuk pengaturan lebih lanjut tentang 
pendidikan vokasi pada umumnya, dan pendidikan di SMK pada 
khususnya, kajian peneliti di Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal 
DPR RI menyimpulkan bahwa perancangan undang-undang khusus 
mengenai vokasi belum diperlukan. Jika ada keinginan untuk 
mengubah pengaturan dalam sistem pendidikan nasional, maka 
revitalisasi SMK yang sudah berjalan saat ini dapat menjadi titik awal. 

Fungsi pengawasan yang langsung dilaksanakan oleh Anggota 
DPR RI menemukan bahwa kesenjangan antara lulusan SMK 
dengan kebutuhan DUDI sangatlah nyata. Oleh karena itu, karena 
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bersama pemerintah (Kemendikbud) dan DPR RI (Komisi X) dapat 
mengusulkan anggaran khusus untuk mengatasi kesenjangan tersebut, 
maka salah satu usulan dari Panja Vokasi adalah dukungan anggaran 
yang memadai untuk melaksanakan revitalisasi SMK, terutama 
revitalisasi sarpras. Alokasi anggaran revitalisasi harus difokuskan pada 
upaya:
1) Menjembatani lembaga pendidikan kejuruan untuk dapat 

memiliki mitra industri yang sesuai.
2) Memberikan celah bagi SMK untuk menjadi BLUD. 
3) Memberikan insentif bagi guru yang melakukan pendampingan di 

ruang praktik, laboratorium, atau workshop.
4) Melakukan evaluasi lembaga pendidikan vokasi yang lulusannya 

memiliki daya serap rendah di DUDI.

Kajian lebih lanjut mengenai pendidikan kejuruan secara 
khusus dan pendidikan vokasi secara umum masih perlu terus 
dilakukan. Keterlibatan Indonesia di lingkup ASEAN dalam Southeast 
Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for 
TVET (SEAMEO VOCTECH) dan secara global dalam UNESCO 
and Vocational Education (UNEVOC) dapat membuka peluang 
untuk terus berupaya mencari cara terbaik dalam mengembangkan 
pendidikan vokasi. Belum lagi beririsannya kajian tentang vokasi 
dengan tantangan dunia kerja dan DUDI menjadikan SMK sumber 
kajian yang akan terus menarik untuk ditelusuri.
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Epilog

SDM berkualitas yang diluluskan dari SMK merupakan aset 
bangsa di tengah tantangan global yang mengharuskan adanya 
koordinasi bersama dari berbagai pihak. Harapan agar lulusan SMK 
mampu melaksanakan fungsinya secara optimal harus didukung oleh 
semua stakeholders. Revitalisasi SMK yang sudah dimulai sejak tahun 
2016 melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Revitalisasi SMK Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya 
Saing SDM Indonesia (Inpres 9/2016) merupakan langkah awal 
yang dianggap penting untuk menyelesaikan permasalahan kualitas 
lulusan SMK yang diberi label kurang mampu bersaing dengan lulusan 
pendidikan vokasi lainnya. Hal ini bertolak-belakang dengan harapan 
awal pembentukan SMK yang mana lulusannya diharapkan lebih 
unggul dibandingkan lulusan jenjang pendidikan menengah lainnya.

Karakter pendidikan kejuruan juga tidak sama dengan jenis 
pendidikan lain yang ada di Indonesia. Salah satu alasan dari perbedaan 
karakter adalah karena orientasi lulusan SMK ada pada kinerja individu 
yang akan bekerja di dunia usaha dan/atau dunia industri (DUDI). 
Penjabaran yang telah disampaikan dalam buku ini memperlihatkan 
bahwa tuntutan terhadap lulusan SMK sangatlah besar. Target yang 
ditetapkan tergolong tinggi. Lulusan SMK diharapkan dapat menjadi 
tenaga kerja yang terampil dan berkualitas yang menguasai aspek-aspek 
hard maupun soft skills.

SMK harus dapat memadukan ilmu pengetahuan (knowledge), 
keterampilan (skills) dan sikap/tingkah laku (attitude and behaviour) 
untuk memenuhi standar kecakapan calon tenaga kerja. Lulusan SMK 
harus memiliki kompetensi yang merupakan perpaduan keterampilan 
dasar (core skills), keterampilan kerja (employability skills), dan kete-
rampilan vokasi (vocational skills).

Tidak dipungkiri bahwa tantangan terbesar dunia pendidikan 
kejuruan adalah menghasilkan lulusan yang mempunyai:
1) Kemampuan akademik (academic skills);
2) Kemampuan pada penguasaan keterampilan yang spesifik 

(technical skills); dan
3) Kemampuan keterampilan kerja (employability skills) yang seimbang.
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Ketika ada keinginan untuk mengatur pendidikan kejuruan 
dalam bentuk undang-undang, maka beragam permasalahan yang 
disampaikan dalam buku ini dapat dijadikan pertimbangan awal. 
Perancangan undang-undang di Indonesia masih mengacu pada 
prinsip bahwa peraturan, terutama undang-undang, perlu dirancang 
jika memang ada kebutuhan pengelolaan khusus yang memengaruhi 
anggaran nasional, struktur pemerintah, atau kepatuhan stakeholders 
terhadap permasalahan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. 
Jika tidak ada kebutuhan khusus untuk menyusun undang-undang 
mengenai SMK, maka pengaturan terhadap SMK dapat mengikuti 
format pengaturan di bawahnya.

Mengacu pada kekhususan pengaturan SMK, sebenarnya Inpres 
9/2016 sudah mencukupi untuk dijadikan dasar pengembangan SMK. 
Namun pada praktiknya, pelaksanaan Inpres 9/2016 masih secara 
terpisah dipahami oleh masing-masing stakeholders. Laporan Chapeau 
Paper Indonesia Technical and Vocational Education and Training yang 
diinisiasi oleh Kemenko Perekonomian menyimpulkan bahwa ada 
permasalahan koordinasi antar-stakeholders. Kementerian/lembaga 
negara mempunyai rencana, peta jalan, dan kebijakan sendiri-sendiri 
yang menjadi unggulan. Akibatnya arah kebijakan para stakeholders 
tidak selalu sejalan, walaupun pada urutan pertama yang menjadi 
pertimbangan adalah mempersiapkan SDM yang tangguh untuk 
bersaing secara global. Kinerja pembinaan SMK secara nasional pun 
akhirnya tidak sesuai harapan dan tidak dapat menjawab tantangan 
pembangunan nasional pada umumnya dan kebutuhan DUDI pada 
khususnya.

Melalui buku ini, tim peneliti menyarankan agar lima area 
revitalisasi SMK dapat dijadikan dasar pertimbangan pengaturan SMK 
yang lebih komprehensif. Mengikuti mekanisme berjalannya sebuah 
sistem, mulai dari input, proses, dan berakhir pada output, maka pro-
ses yang berada di tengah menjadi inti dari revitalisasi SMK. Proses 
yang ada dalam sistem SMK melibatkan unsur DUDI, sekolah, dan 
pemerintah sebagai penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan. Jika 
satu dari tiga unsur ini tidak berperan aktif, maka hasil yang dicapai 
tidak akan maksimal. Inpres 9/2016 sebenarnya sudah cukup baik 
untuk dijadikan dasar dalam mengembangkan SMK. 

DPR RI sebagai lembaga legislatif yang diamanatkan konstitusi 
negara untuk melaksanakan fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi 
telah menjalankan fungsi tersebut melalui Panja Vokasi Komisi X. 
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Secara institusional, fungsi pengawasan yang dilaksanakan Panja 
Vokasi akan diikuti dengan pelaksanaan fungsi anggaran, dan pada 
gilirannya, jika dimungkinkan, akan diatur dalam undang-undang 
yang secara komprehensif mengatur sistem pendidikan Indonesia pada 
umumnya, dan sistem pendidikan kejuruan pada khususnya.
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